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PUTUSAN

Nomor 72/Pdt.G/2023/PA.Amg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA AMURANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang

Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON,  NIK.  7105021111900002,  tempat  dan  tanggal  lahir  Torout,  11

November 1990, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan

Sekolah  Dasar,  tempat  kediaman  di  Jaga  IV,  Desa  Torout,

Kecamatan  Tompaso  Baru,  Kabupaten  Minahasa  Selatan,

Sulawesi Utara, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik

dengan  alamat email: hasanahuswa05031998@gmail.com

sebagai  Pemohon;

melawan

TERMOHON,  tempat  dan  tanggal  lahir  Torout,  17  Mei  1987,  agama Islam,

pekerjaan Tidak Bekerja,  Pendidikan Sekolah Dasar,  tempat

kediaman di Jaga IV, Desa Torout, Kecamatan Tompaso Baru,

Kabupaten  Minahasa  Selatan,  Sulawesi  Utara  sebagai

Termohon; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah  mendengar  keterangan  Pemohon  dan  memeriksa  alat  bukti di

muka sidang; 

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 25 Oktober 2023

telah  mengajukan  permohonan  Cerai  Talak,  yang  telah  terdaftar  di

Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Amurang,  dengan  Nomor

72/Pdt.G/2023/PA.Amg.,  tanggal  26  Oktober  2023,   dengan  dalil-dalil  pada

pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 September 2007, Pemohon dan Termohon telah

melangsungkan  pernikahan  yang  dicatat  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah
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pada  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  Kecamatan  Tompaso  Baru,

sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :  11/02/IX/2007,

tertanggal 06 September 2007;

2. Bahwa setelah  menikah,  Pemohon dan Termohon tinggal  bersama di

rumah orang tua Pemohon di  Jaga IV, Desa Torut, Kecamatan Tompaso

Baru, Kabupeten Minahasa Selatan, hingga terjadi perpisahan;

3. Bahwa  semula  rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon  rukun  dan

bahagia sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua)

orang anak yang masing-masing bernama:

3.1. Pasha  Dayu,  laki-laki,  lahir  di  Kotamobagu,  19  Februari

2008, Pendidikan SLTA, dalam asuhan Termohon;

3.2. Tanfir  Dayu,  laki-laki,  lahir  di  Kotamobagu,  13 Desember

2018, Belum Sekolah, dalam asuhan Pemohon;

4. Bahwa  sejak  tahun  2021  keadaan  rumah  tangga  Pemohon  dan

Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena:

4.1. Termohon  bekerja  di  Kota  Manado  tanpa  izin  dari

Pemohon; 

4.2. Selama  bekerja  di  Kota  Manado,  Termohon  telah

berselingkuh dengan laki-laki lain dan hal tersebut diakui sendiri oleh

Termohon;

5. Bahwa  puncaknya,  pada  bulan  Juli  2022  terjadi  pertengkaran  antara

Pemohon  dan Termohon karena Termohon terus melanjutkan hubungan

dengan  selingkuhan  Termohon.  Pemohon  sudah  berupaya  membawa

pulang Termohon ke Torout, namun Termohon tidak mau pulang bersama

Pemohon;

6. Bahwa sampai saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah

selama kurang lebih 1 Tahun, dimana hak dan kewajiban suami isteri sudah

tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

7. Bahwa Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah

tidak dapat dipertahankan lagi karena pertengkaran dan perselisihan, serta

Termohon  telah  meninggalkan  Pemohon untuk  jangka waktu  yang  lama
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sehingga  tidak  ada harapan  untuk  hidup  rukun  dan  bahagia  lagi,  maka

Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon

untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon

kepada  Ketua  Pengadilan  Agama Amurang  kiranya  berkenan  menerima

dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara

ini;

Bahwa  berdasarkan  dalil-dalil  tersebut, Pemohon  memohon  kepada

Ketua  Pengadilan  Agama  Amurang Cq.  Majelis  Hakim,  agar  menjatuhkan

putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;

2. Memberikan izin kepada Pemohon (Rafly Dayu bin Nurdin Dayu) untuk

menjatuhkan  talak  satu  raj’i  terhadap  Termohon  (Nani  Modeong  binti

Sukardi  Modeong) di  depan sidang Pengadilan Agama Amurang setelah

putusan ini berkekuatan hukum tetap;

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex

aequo et bono);

Bahwa pada  hari dan  tanggal sidang  yang telah  ditetapkan,  Pemohon

datang menghadap sendiri (inpersoon) di persidangan, sedangkan Termohon

tidak  pernah  datang  menghadap  ke  persidangan  dan  tidak  pula  menyuruh

orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun

menurut  surat  panggilan  (relaas) Nomor  72/Pdt.G/2023/PA.Amg  tanggal 27

Oktober 2023 dan 6 November 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon

telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut

tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini  diperiksa

tanpa hadirnya Termohon;
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Bahwa Hakim telah  menasehati  Pemohon agar  mengurungkan  niatnya

untuk bercerai  dengan Termohon dan rukun kembali  dalam berumah tangga

dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada dalil-

dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara  ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah

datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan

Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap

dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa  untuk  memperkuat  dalil-dalil  permohonannya,  Pemohon  telah

mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  atas  nama  Rafly  Dayu Nomor

7105021111900002, tertanggal 22 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Minahasa Selatan,

bermeterai  cukup,  bercap pos (nazegelen),  telah dicocokkan dan sesuai

dengan aslinya, lalu diberi  tanda (P.1), lalu diberi  paraf dan tanggal oleh

Hakim Tunggal;

2. Fotokopi  Kutipan  Akta Nikah  Nomor:  11/02/IX/2007 tertanggal 6

September  2007,  yang  diterbitkan  dan  ditandatangani  oleh  Pegawai

Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Tompaso  Baru,

Kabupaten  Minahasa  Selatan, bermeterai  cukup  serta  bercap  pos

(nazegelen),  serta  cocok  dengan  aslinya,  alat  bukti  bertanda  (P.2),  lalu

diberi paraf dan tanggal oleh Hakim Tunggal;

Bahwa  di  samping  alat  bukti  tertulis  tersebut,  Pemohon  juga

menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing bernama:

1. SAKSI 1,  tempat tanggal  lahir  Torout,  11 Januari  1988,  jenis kelamin

laki-laki,  Agama  Islam,  pekerjaan  petani,  status  kawin,  Pendidikan  SMP,

warga Negara Indonesia, tempat tinggal di Jaga I, Desa Torout, Kecamatan

Tompaso  Baru,  Kabupaten  Minahasa  Selatan, Sulawesi  Utara, saksi

mempunyai hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon, dan di

bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya

sebagai berikut;
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- Bahwa  saksi  kenal  Pemohon  yang  bernama  Rafly  Dayu dan  kenal

Termohon bernama Nani Modeong yang merupakan isteri dari Pemohon;

- Bahwa  saksi  mengenal  Pemohon  dan  Termohon  karena  bertetangga

sejak  tiga  tahun  yang  lalu  saat  saksi  pindah  di  Desa  tempat  tinggal

Pemohon dan Termohon;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang

tua Pemohon  di  Jaga  IV,  Desa  Torout,  Kecamatan  Tompaso  Baru,

Kabupeten Minahasa Selatan sampai terjadinya perpisahan;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai  dua  orang anak yang

saat ini kedua anak tersebut diasuh oleh Pemohon;

- Bahwa  pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan

rukun dan harmonis, akan tetapi  pada  sekitar  pertengahan tahun 2022

rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon  mulai  tidak  harmonis  karena

sering terjadi pertengkaran;

- Bahwa  saksi  sering  mendengar  Pemohon  dan  Termohon  bertengkar

yang penyebabnya Termohon sering keluar rumah dan memiliki beberapa

teman laki-laki yang diketahui sebagai selingkuhan Termohon;

- Bahwa saksi pernah dua kali melihat Termohon bersama dengan laki-laki

lain, yang pertama saat Termohon berada diacara pesta bersama seorang

laki-laki yang diakui Termohon sebagai temannya, kemudian yang kedua

di warung bakso, saksi melihat langsung Termohon sedang makan dan

menyuapi teman laki-lakinya tersebut;

- Bahwa  Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat  tinggal  sejak

sekitar  akhir  tahun 2022 dimana  Termohon pergi  meninggalkan tempat

kediaman bersama sedangkan Pemohon tinggal di Jaga IV, Desa Torout,

Kecamatan  Tompaso  Baru, Kabupaten  Minahasa  Selatan sampai

sekarang;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon

tidak pernah saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi lagi;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon

tidak pernah rukun lagi;
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- Bahwa  selama  berpisah  tempat  tinggal  Pemohon  sudah  tidak

memberikan nafkah kepada Termohon;

- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan

Termohon,  tetapi  Pemohon  sudah  bersikukuh  untuk  tetap  berpisah

dengan Termohon;

2. SAKSI  2,  tempat  tanggal  lahir  Molompar,  2  November  1970,  jenis

kelamin  perempuan,  Agama  Islam,  pekerjaan  ibu  rumah  tangga,  status

kawin, Pendidikan SMP, warga Negara Indonesia, tempat tinggal di  Jaga II,

Desa  Torout,  Kecamatan  Tompaso  Baru,  Kabupaten  Minahasa  Selatan,

Sulawesi Utara, saksi mempunyai hubungan dengan Pemohon sebagai ibu

kandung Pemohon, dan di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan

keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan anak saksi yang bernama Rafly Dayu dan

kenal Termohon bernama Nani Modeong yang merupakan isteri Pemohon;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang

tua Pemohon  di  Jaga  IV,  Desa  Torut,  Kecamatan  Tompaso  Baru,

Kabupeten Minahasa Selatan sampai terjadinya perpisahan;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai  dua  orang anak, yang

saat ini dalam pengasuhan Pemohon;

- Bahwa  pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan

rukun dan harmonis, akan tetapi  pada  sekitar  pertengahan  tahun 2022

rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon  mulai  tidak  harmonis  karena

sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus-menerus;

- Bahwa  saksi  sering  melihat  dan mendengar Pemohon dan Termohon

bertengkar bahkan saksi pernah menyaksikan Termohon memukul wajah

Pemohon hingga saksi harus memanggil aparat pemerintah untuk melerai

pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah

Termohon  sering  keluar  rumah  dan  Pemohon  mengetahui  Termohon

memiliki  hubungan  dengan  beberapa  laki-laki  yang  telah  diakui  oleh

Termohon bahwa Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain;
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- Bahwa saksi sudah tiga kali melihat Termohon bersama dengan laki-laki

yang  berbeda,  awalnya  dengan  yang  bernama  Ipal  boncengan  sambil

berpelukan mesra  diatas  motor,  kemudian saat  datang di  acara  pesta,

Termohon saling berpegangan tangan dengan laki-laki tersebut, selain itu

pernah juga Termohon berduaan dengan laki-laki yang lain didalam mobil

jalan  hingga  di  Kotamobagu,  saat  saksi tanyakan  jawaban  Termohon

hanya pasiar;

- Bahwa  Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat  tinggal  sejak

sekitar  bulan  Juli  2022 dimana  Termohon pergi  meninggalkan  tempat

kediaman bersama sedangkan Pemohon tinggal di Jaga IV, Desa Torout,

Kecamatan  Tompaso  Baru,  Kabupaten  Minahasa  Selatan  sampai

sekarang;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon

sudah tidak pernah saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi lagi;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon

tidak pernah rukun lagi;

- Bahwa  selama  berpisah  tempat  tinggal  Pemohon  sudah  tidak

memberikan nafkah kepada Termohon;

- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan

Termohon,  tetapi  Pemohon  sudah  bersikukuh  untuk  tetap  berpisah

dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya  Pemohon menyatakan mencukupkan pembuktiannya

dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa,  selanjutnya  Pemohon  menyampaikan  kesimpulan  secara  lisan

yang  pada  pokoknya  tetap  pada  permohonannya  untuk  bercerai  dengan

Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal

ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan

bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  permohonan Pemohon pada

pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;
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Menimbang,  bahwa  Pemohon  menghadap  sendiri  dipersidangan

sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula

menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap  sebagai  wakil/kuasanya  yang  sah,

meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 72/Pdt.G/2023/PA.Amg

tanggal  27  Oktober  2023  dan  6  November  2023  yang  dibacakan  di

persidangan,  Termohon  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,  sedangkan

tidak  ternyata  bahwa  tidak  datangnya  Termohon  tersebut  disebabkan  oleh

suatu alasan yang sah;

Upaya Damai

Menimbang,  bahwa  Hakim  telah  berusaha  mendamaikan  dengan  cara

menasihati  Pemohon agar  bersabar  menunggu  dan  rukun  kembali  dengan

Termohon, sesuai dengan maksud  Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16

Tahun 2019 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal

154  ayat  (1)  RBg,  jo. Pasal  65 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang

Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  sebagaimana  telah  diubah

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 Intruksi Presiden Nomor

1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, akan tetapi tidak

berhasil;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun

2016 tentang Prosedur Mediasi  jo.  Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3

Tahun 2023 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik, mengharuskan

kehadiran kedua pihak yang berperkara. Namun oleh karena Termohon tidak

pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Kewenangan Mengadili

Menimbang,  bahwa  Pemohon  dan  Termohon  beragama  Islam  dan

perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu

berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan  jo.  Pasal  1 huruf (b) Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975  jo.  Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun

1989  tentang  Peradilan  Agama  yang  telah  diubah  dengan  Undang-Undang
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Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan

Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  surat  Permohonan  Pemohon,  tempat

tinggal  Termohon berada berada pada wilayah yurisdiksi  Pengadilan  Agama

Amurang, sesuai dengan  Pasal 66 ayat (2)  Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Tahun  2009,  maka perkara  ini  merupakan  kewenangan  relatif  Pengadilan

Agama Amurang;

Kedudukan Para Pihak (Legal Standing)

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya mendalilkan

bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara

agama Islam, oleh karenanya Pemohon dan Termohon telah sesuai  dengan

asas personalitas keislaman dan perkawinannya telah tercatat di Kantor Urusan

Agama, serta rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis,

maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Pemohon memiliki

hubungan hukum dan kepentingan hukum (rechtsbevoegheid) dalam perkara a

quo, sehingga Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan

perceraian perkara a quo (legitima persona standi in judicio);

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa  berdasarkan dalil Permohonan Pemohon yang telah

dibacakan di depan persidangan, maka dapat ditarik suatu pengertian bahwa

Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan di  dalam Pasal  19

Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975  juncto Pasal 116 huruf f

Kompilasi  Hukum  Islam  dimana  Pemohon  mendalilkan  bahwa  penyebab

perselisihan  dan  pertengkaran  tersebut  adalah Termohon  bekerja  di  Kota

Manado  tanpa  izin  dari  Pemohon  dan  Selama  bekerja  di  Kota  Manado,

Termohon  telah  berselingkuh  dengan  laki-laki  lain  dan  hal  tersebut  diakui
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sendiri  oleh  Termohon.  Puncaknya  terjadi  pada  bulan Juli 2022 terjadi

pertengkaran antara Pemohon  dan  Termohon  karena  Termohon  terus

melanjutkan  hubungan  dengan  selingkuhan  Termohon.  Pemohon  sudah

berupaya membawa pulang Termohon ke Torout, namun Termohon tidak mau

pulang  bersama  Pemohon.  Sejak  saat  itu  antara  Pemohon  dan  Termohon

sudah berpisah selama kurang lebih 1 Tahun, dimana hak dan kewajiban suami

isteri sudah tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

Menimbang,  bahwa  ternyata  Termohon  tidak  hadir  di  persidangan

sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak menyuruh orang

lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil atau kuasanya, dan tidak

ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh

karenanya  Termohon  harus  dinyatakan  tidak  hadir  dan  perkara  ini  dapat

diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon atau  verstek  sesuai

Pasal 149 ayat 1 R.Bg;

Menimbang,  bahwa ketentuan tersebut  diatas  relevant  dengan Hadits

Nabi dalam Kitab Hadits Mu’inul Hukkam halaman 96:

Artinya: Dari  Al  Hasan,  sesungguhnya  Nabi  SAW.,  telah  bersabda  :

“barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di

muka sidang, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia

termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya”.  

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa  pihak Termohon tidak pernah hadir menghadap ke

persidangan  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,  maka

berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg  yaitu putusan yang dijatuhkan

tanpa kehadiran  Termohon  dapat  dikabulkan sepanjang  berdasarkan hukum

dan beralasan,  oleh  karena  itu  Hakim Tunggal  membebani  Pemohon untuk

membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang,  bahwa  meskipun  Termohon tidak  pernah  hadir  ke

persidangan dan dianggap tidak menyangkal dan membenarkan dalil Pemohon,
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namun  karena  perkara  ini  menyangkut  bidang  perkawinan,  maka  sesuai

dengan salah satu asas perkawinan sebagaimana terdapat dalam penjelasan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  angka 4  huruf (e) tentang Perkawinan

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019  yaitu prinsip

untuk mempersukar terjadinya perceraian dan untuk menghindari kebohongan–

kebohongan  besar  dalam  hal  perceraian  dan  untuk  mengetahui  apakah

permohonan  Pemohon beralasan  dan  tidak  melawan  hukum  maka  Hakim

Tunggal  tetap membebankan kepada  Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil

permohonannya, hal ini sesuai dengan kehendak Pasal 76 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama  sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,  Pasal 22 ayat (2) Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan dan  dalam  hukum  Islam  pernikahan

bukanlah  sebagai  ikatan  perdata  biasa  akan  tetapi  sebagai  ikatan  yang

akadnya mitsaqan gholidhon (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh  Pemohon adalah

P.1 dan P.2 semuanya bermeterai cukup, bercap pos (nazegelen) dan alat bukti

yang fotokopi telah  dicocokkan dan  sesuai  dengan  aslinya  sehingga  Hakim

Tunggal menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai

alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan

Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020

tentang Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti surat P.1 dan P.2, tersebut merupakan akta

autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak

dibantah oleh alat bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktianya adalah bersifat

sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285

R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas

nama  Pemohon,  yang  memberikan  bukti  bahwa  Pemohon  berdomisili  di

wilayah  hukum  Pengadilan  Agama  Amurang, sehingga  perkara  a  quo

merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Amurang;
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Menimbang, bahwa bukti  P.2 berupa fotokopi  Kutipan Akta Nikah, yang

memberikan bukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang

telah  menikah pada  tanggal  6  September  2007 dengan demikian  Pemohon

mempunyai legal standing dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah mendengar keterangan 2 (dua)

orang  saksi  dari  keluarga/orang dekat  Pemohon  dan  Termohon  yang  telah

memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk

menjadi  saksi  (Pasal  172  ayat  (1)  R.Bg.  dan  saksi-saksi  Pemohon  adalah

keluarga  Pemohon,  hal  mana  merupakan  orang  yang  patut  didengar

kesaksiannya (Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975  tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang

Perkawinan),  memberi  keterangan  di  depan  sidang  seorang  demi  seorang

(Pasal 171 ayat (1) R.Bg.) dengan mengangkat sumpah (Pasal 175 R.Bg.), oleh

karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon yang bernama  SAKSI 1

dan SAKSI 2 dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri  sah dan

telah dikaruniai  dua  orang anak dan  saat  ini  anak  dalam  pengasuhan

Pemohon;

- Bahwa  rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon mulai  tidak  harmonis

sejak  sekitar  pertengahan  tahun  2022  karena  Termohon  mempunyai

hubungan dengan laki-laki lain;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal

sejak sekitar akhir tahun 2022 dimana Termohon pergi meninggalkan tempat

kediaman bersama sedangkan Pemohon tinggal  di  Jaga IV,  Desa Torout,

Kecamatan Tompaso Baru, Kabupaten Minahasa Selatan sampai sekarang;

- Bahwa  sejak berpisah tempat tinggal  antara Pemohon dan Termohon

sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak saling mengunjungi;

- Bahwa  sejak berpisah tempat tinggal  antara  Pemohon dan Termohon

tidak pernah rukun kembali;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PA.Amg.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa  sejak  pisah  tempat  tinggal  Pemohon  sudah  tidak  lagi

memberikan nafkah kepada Termohon;

- Bahwa antara  Pemohon  dengan  Termohon  sudah diupayakan  untuk

rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang  bahwa  saksi-saksi  tersebut  bukan  hanya  seorang  saksi

(Pasal 306 R.Bg), keterangan saksi saling bersesuaian satu sama lain (Pasal

309  R.Bg),  dan  saksi-saksi  menerangkan  berdasarkan  pengetahuan  sendiri

(Pasal 308 ayat (1) R.Bg), oleh karena itu keterangan saksi-saksi sepanjang

mengenai  hal-hal  yang  telah  diklasifikasikan  di  atas,  mememenuhi  syarat

materil  saksi  dan  mempunyai  nilai  kekuatan  pembuktian  serta  dapat

dipertimbangkan lebih lanjut;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap bukti yang diajukan Pemohon

di  persidangan,  telah  cukup  dasar  bagi  Hakim  Tunggal  untuk  menyatakan

terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon  adalah suami isteri sah yang menikah

pda tanggal  6  September 2007 dan telah dikaruniai dua orang anak yang

saat ini dalam pengasuhan Pemohon;

2. Bahwa  rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon mulai  tidak  harmonis

sejak sekitar tahun 2022 karena Termohon mempunyai hubungan dengan

laki-laki lain;

3. Bahwa  antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal

sejak  sekitar  akhir  tahun  2022  dimana  Termohon  pergi  meninggalkan

tempat kediaman bersama sedangkan  Pemohon tinggal di  Jaga IV, Desa

Torout,  Kecamatan Tompaso Baru, Kabupaten Minahasa Selatan sampai

sekarang;

4. Bahwa  sejak berpisah tempat tinggal  antara Pemohon dan Termohon

sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak saling mengunjungi;

5. Bahwa sejak pisah tempat tinggal Pemohon sudah tidak  pernah rukun

lagi dan Pemohon sudah tidak memberikan nafkah kepada Termohon;

6. Bahwa  antara  Pemohon  dengan  Termohon  sudah diupayakan  untuk

rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
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Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  petitum  Pemohon dan  fakta  hukum

tersebut di atas, Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan  Angka  1  tentang  Mengabulkan  Permohonan  Pemohon

Seluruhnya

Menimbang,  bahwa  petitum  tersebut  merupakan  petitum  yang  akan

dijawab  setelah  mempertimbangkan seluruh  petitum  Pemohon,  karenanya

jawaban  terhadap petitum ini  akan  dicantumkan  dalam konklusi  dan  diktum

putusan;

Pertimbangan Angka 2 tentang memberikan Izin kepada Pemohon Untuk

menjatuhkan  talak  satu  raj’i terhadap  Termohon  di  depan  sidang

Pengadilan Agama Amurang

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  di  atas,  maka  petitum

permohonan Pemohon nomor 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  hukum  tersebut,  Hakim

Tunggal selanjutnya  akan  mempertimbangkan  keterpenuhan  dasar  yuridis

diajukannya  permohonan  oleh  Pemohon,  yaitu  ketentuan  Pasal  19  huruf  f

Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan  Undang-

Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  jo. Pasal  116  huruf  f

Kompilasi  Hukum  Islam,  untuk  selanjutnya  dijadikan  pijakan  bagi  Hakim

Tunggal  dalam  menyimpulkan  dapat  tidaknya  mengabulkan  petitum

permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj’i Pemohon

terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Amurang;

Menimbang,  bahwa  untuk  lebih  memperjelas  fokus  pertimbangan

mengenai  penerapan  hukum  (tahap  kualifikasi)  dalam  putusan  ini,  maka

dirumuskan  dalam  legal  issue  “apakah  fakta  rumah  tangga  Pemohon  dan

Termohon  telah  memenuhi  kualifikasi  rumah  tangga  yang  dimaksud  dalam

ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Pelaksanaan  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan  jo.

Pasal  116  huruf  f  Kompilasi  Hukum  Islam,  sehingga  dapat  diizinkan  untuk

menjatuhkan talak satu raj’i Pemohon terhadap Termohon?”;
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Menimbang,  bahwa  ketentuan  Pasal  19  huruf  f  Peraturan  Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena

alasan  “antara  suami  dan  isteri  terus  menerus  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran  dan  tidak  ada  harapan  akan  hidup  rukun  lagi  dalam  rumah

tangga”. Dengan demikian, suatu perceraian dinilai memenuhi ketentuan a quo

jika terbukti  bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi  tiga keadaan

secara kumulatif;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat tiga unsur

yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu:

- Adanya  alasan  terjadinya  perselisihan dan  pertengkaran  secara  terus

menerus;

- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada

harapan untuk  kembali rukun;

- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang  bahwa  unsur-unsur  tersebut  akan  dipertimbangkan  satu

persatu  dengan  mengaitkan  fakta-fakta  hukum  yang  terjadi  dalam  rumah

tangga Pemohon dan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-

unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya  alasan  terjadinya  perselisihan dan  pertengkaran  secara  terus

menerus;

Menimbang  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  pertama  dan  kedua,

Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah terjadi perselisihan

dan  pertengkaran  terus  menerus  antara  Pemohon  dan  Termohon  sejak

sekitar pertengahan tahun 2022 karena Termohon mempunyai hubungan

dengan laki-laki lain;

Menimbang  bahwa  Hakim  Tunggal  berpendapat  disharmoni sebuah

perkawinan dalam hukum Islam disebut juga  azzawwaj al-maksuroh  atau

dalam hukum lainnya disebut  broken marriage, yang dalam permasalahan

keluarga  landasannya  bukan  semata-mata  adanya  pertengkaran  fisik

(phsysical cruelty),  akan tetapi termasuk juga kekejaman mental  (mental

cruelty)  yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami
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isteri sehingga meskipun tidak diketahuinya penyebab terjadi pertengkaran

mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus,

akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental

atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi

broken marriage;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus

seperti  yang  ditampilkan  oleh  Pemohon  dan  Termohon dalam  rumah

tangganya, juga merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang

diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur

berantakan,  sehingga dalam kondisi  yang demikian  sudah berat  bahkan

sulit membangun rumah tangga ideal seperti yang diharapkan;

Menimbang  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut  maka  Hakim

Tunggal berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami  isteri  sudah tidak

ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang  bahwa  berdadasarkan  fakta  hukum  ketiga  dan  keempat

akibat dari perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon adalah

telah terjadi  pisah tempat tinggal  sejak sekitar  akhir  tahun  2022 dimana

Termohon  pergi  meninggalkan  tempat  kediaman  bersama  sedangkan

Pemohon tinggal  di  Jaga  IV,  Desa  Torout,  Kecamatan  Tompaso  Baru,

Kabupaten  Minahasa  Selatan  sampai  sekarang.  Selama  pisah  tersebut

antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi dan sudah

tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dan Termohon

Menimbang  bahwa  berdasarkan  ketentuan  hukum  perkawinan  suami

isteri  diperintahkan agar  hidup bersatu pada tempat  kediaman bersama,

dan  tidak  dibenarkan  untuk  hidup  berpisah  tempat  tinggal,  agar  bisa

menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan

yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang  bahwa  hidup  bersama  merupakan  salah  satu  tolak  ukur

rumah  tangga  bahagia  harmonis  sekaligus  sebagai  salah  satu  tanda

keutuhan suami isteri,  oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat

tinggal sejak sekitar akhir tahun 2022 sampai sekarang merupakan bentuk
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penyimpangan  dari  konsep  dasar  perkawinan,  agar  suami  isteri  utuh

kompak  dalam segala  aktivitas  kehidupan  rumah  tangga  bukan  dengan

pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain

saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis,

proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang

kondusif  serta  jauh dari  suasana utuh dalam kebahagiaan menunjukkan

bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan

hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang,  bahwa  perselisihan  terus-menerus  antara  Pemohon  dan

Termohon  dalam  rumah  tangga  sebagaimana  fakta  di  atas merupakan

indikasi  hilangnya  rasa  cinta  dan  kasih  sayang  diantara  Pemohon  dan

Termohon sebagai suami istri dan selama berpisah, antara  Pemohon dan

Termohon sudah  tidak  pernah  rukun  kembali.  Terhadap  fakta  tersebut,

Hakim  menilai  kondisi  rumah  tangga  yang  demikian  merupakan  kondisi

yang sulit untuk mewujudkan tujuan mulia dari sebuah pernikahan;

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon sudah sering  dirukunkan

baik sebelum dan sesudah pisah tempat tinggal akan tetapi tidak berhasil,

karenanya  Hakim  Tunggal  berpendapat  Pemohon  dan  Termohon  sudah

tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang  bahwa  bahwa  berdasarkan  yurisprudensi  putusan

Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 dalam

putusan  tersebut  Mahkamah  Agung  dalam pertimbangannya  antara  lain

menyatakan bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak

ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga yang

seperti itu telah terbukti retak dan pecah sehingga memenuhi alasan cerai

berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang  bahwa  Hakim  Tunggal  menilai  tindakan  Pemohon  dan

Termohon yang sudah tidak memperdulikan dan tidak menghiraukan dalam

kurun  waktu  yang  cukup  lama  tersebut  tanpa  adanya  komunikasi  atau

hubungan lahir dan batin, adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah
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keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Hakim berpendapat rumah

tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut  maka  Hakim

berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini

3. Pengadilan  telah  berupaya  mendamaikan  suami  isteri  tetapi  tidak

berhasil;

Menimbang  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  kelima  dan  keenam

keluarga atau orang terdekat Pemohon dan Hakim telah berupaya untuk

mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun

kembali  dalam  rumah  tangganya  pada  setiap  sidang  sesuai  ketentuan

Pasal  31  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975,  namun  upaya

tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi tidak dapat dilaksankan

karena  Termohon  tidak  pernah  hadir  di  persidangan  dan  tidak  pula

menyuruh wakil  atau  kuasanya tanpa adanya alasan yang sah menurut

hukum;

Menimbang  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut  maka  Hakim

Tunggal berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  di  atas,  Hakim

berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah retak

dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali, dalam sebuah rumah tangga yang

sedang menghadapi  konflik yang bersifat  terus-menerus, jika suami ataupun

istri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumah tangganya

dan upaya pihak lain agar keduanya kembali rukun juga tidak berhasil, patut

disimpulkan  bahwa  rumah  tangga  tersebut  sudah  tidak  ada  harapan  untuk

dapat hidup rukun kembali.  Dengan demikian, perselisihan dan pertengkaran

antara Pemohon dan Termohon selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah

tidak dapat dirukunkan lagi. Dan terpenuhinya alasan perceraian di atas adalah

semata-mata ditujukan pada perkawinan tersebut yang telah pecah (marriage

break down);

Menimbang  bahwa  dengan  pertimbangan  tersebut  diatas  dapat  ditarik

suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah menjadi pecah

(broken  marriage)  dipandang  telah  memenuhi  unsur–unsur  untuk  terjadinya
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perceraian  sebagaimana  ditetapkan  oleh  peraturan  perundang-undangan

seperti tersebut di atas; 

Menimbang  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  dan  analisis  atas  fakta

hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon

sudah hancur  berantakan,  jika  dipertahankan akan menimbulkan kesusahan

dan kesengsaraan yang terus menerus, dan kondisi kehidupan yang demikian

bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin bagi kedua belah pihak;

Menimbang,  bahwa  situasi  kehidupan  perkawinan  seperti  itu  menurut

pendapat  Hakim  sudah  tidak  mungkin  diharapkan  akan  mencapai  tujuan

perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga yang bahagia atau terbentuknya

rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti ketentuan Syari’at

Islam sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam,

sehingga perkawinan yang seperti itu menurut Hakim Tunggal sudah tidak perlu

lagi  dipertahankan.  Sebab,  kalau  dipertahankan  di  samping  tidak  akan

terpenuhinya hak dan kewajiban bagi masing-masing, juga dikhawatirkan akan

terjadi hal-hal yang kurang baik atau bahkan membahayakan bagi salah satu

pihak atau kedua belah pihak baik secara fisik atau secara psikhis (kejiwaan).

Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari madharat atau mafsadat

wajib  didahulukan  dari  pada  mengambil  manfaatnya.  Sebagaimana  bunyi

kaidah fiqh; 

المصالح جلب على مقدم المفاسد درء

Artinya :“Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil

kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1

Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor  16 Tahun

2019 perkawinan ialah ikatan  lahir batin antara seorang pria dengan seorang

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga  (rumah tangga)

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan,

Pasal  2  Kompilasi  Hukum  Islam  memberi  ketentuan,  bahwa  perkawinan

menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau

mitsaqan ghalidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah

ibadah  yang  menurut  syari’at  Islam sebagaimana  tertuang  dalam ketentuan
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Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur’an surat Ar-Rum ayat 21 bertujuan

mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawad dah, dan rahmah;

ومن ايته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليههها

وجعل بينكم مودة ورحمة 

Artinya:  “dan  di  antara  tanda-tanda  kekuasaan-Nya  ialah  Dia  menciptakan

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan

merasa  tenteram  kepadanya,  dan  dijadikan-Nya  diantaramu  rasa

kasih dan sayang”. 

Menimbang,  bahwa dalam suatu perkawinan adanya unsur ikatan batin,

di samping ikatan lahir, merupakan unsur yang paling esensi. Unsur itulah yang

melandasi unsur-unsur lain. Apabila unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi,

maka  pada  hakekatnya  perkawinan  itu  sebenarnya  sudah  tidak  ada  lagi.

Sebab,  unsur  lain  seperti  terbentuknya  rumah  tangga  yang  bahagia

berdasarkan  ketuhanan  Yang  Maha  Esa,  tidak  mungkin  akan  terwujud  jika

ikatan batin antara suami istri tidak ada. Ketidakbolehan adanya paksaan bagi

masing-masing yang akan melaksanakan pernikahan adalah juga membuktikan

pentingnya keberadaan unsur ikatan batin ini;

Menimbang,  bahwa  Hakim Tunggal  juga  mengacu  pada  kaidah-kaidah

hukum yang  terdapat  pada  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  534

K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang mengandung kaidah hukum : 

“Bahwa  dalam  hal  perceraian,tidak  perlu  dilihat  dari  siapa  penyebab

percekcokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tapi yang

perlu  dilihat  adalah  perkawinan  itu  sendiri  masih  dapat  dipertahankan  atau

tidak.  Sebab, jika  hati  ke  dua  belah  pihak  telah  pecah,  maka  perkawinan

tersebut  sudah  pecah  dan  tidak  mungkin  dapat  dipersatukanlagi,  meskipun

salah  satu  pihak  menginginkan  perkawinannya  tetap  utuh.  Bila  perkawinan

dipertahankan,  maka  pihak  yang  menginginkan  perkawinan  pecah,  akan

berbuat apa saja agar perkawinannya pecah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas maka Hakim  Tunggal  berpendapat  dalil-dalil  perceraian Pemohon telah

terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan

dalam Pasal  39  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974 tentang Perkawinan
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yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f)

Kompilasi  Hukum  Islam  yakni  antara  suami  istri  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup

rukun lagi sebagai suami istri, oleh karenanya Hakim Tunggal berkesimpulan

permohonan  Pemohon  pada  petitum  angka  2  (dua)  dalam  surat

permohonannya  dapat  dikabulkan  dengan  memberi  izin  kepada  Pemohon

untuk  menjatuhkan talak  satu  raj’i  terhadap  Termohon  di  depan  sidang

Pengadilan Agama Amurang;

Menimbang, bahwa talak adalah ikrar seorang suami di hadapan sidang

Pengadilan Agama untuk memutuskan hubungan suami istri, dan oleh karena

talak tersebut dijatuhkan oleh suami yang telah pernah melakukan hubungan

layaknya suami istri (ba'da dukhul), maka talak itu jatuh menjadi talak raj'i, yaitu

talak kesatu atau kedua di mana apabila kedua belah pihak berkehendak untuk

melanjutkan  rumah  tangganya  kembali  selama  kehendak  itu  masih  berada

dalam kurun waktu masa iddah, maka tidak diperlukan akad nikah baru lagi, hal

ini sesuai dengan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Konklusi

Menimbang,  bahwa  dari  pertimbangan-pertimbangan  terdahulu,  telah

diketahui  bahwa  petitum  permohonan  Pemohon  telah  dikabulkan  dan  oleh

karena Termohon tidak pernah hadir di  persidangan, maka sesuai ketentuan

Pasal 149 R.Bg., permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek, dan

selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Biaya Perkara

Menimbang,  bahwa  tentang  petitum  Permohonan  Pemohon  nomor  3,

Hakim Tunggal berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1)

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-

Undang Nomor  3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor  50 Tahun 2009,

maka  semua  biaya  yang  timbul  akibat  perkara  ini  dibebankan  kepada

Pemohon;

Mengingat  segala  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan

hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;
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Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan  Termohon  yang  telah  dipanggil  secara  resmi  dan

patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

3. Memberikan  izin  kepada Pemohon  (Rafly  Dayu  bin  Nurdin

Dayu) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon  (Nani

Modeong binti Sukardi Modeong) di depan sidang Pengadilan Agama

Amurang;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah)

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari  Kamis tanggal  23 November

2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1445 Hijriyah, oleh M.

Saekhoni, S.Sy sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah

Agung Republik Indonesia Nomor 78/KMA/HK.05/2/2021 tanggal 26 Februari

2021 tentang Dispensasi/Izin sidang dengan Hakim Tunggal dan pada hari itu

juga  diucapkan  dalam  persidangan  yang  terbuka  untuk  umum  oleh  hakim

tersebut  dengan  dibantu  oleh  Endang  Talib,  S.H.I.,  M.H.,  sebagai  Panitera

Pengganti  dengan  dihadiri  oleh  Pemohon secara  elektronik  tanpa  hadirnya

Termohon; 

Hakim Tunggal,

Ttd.

M. Saekhoni, S.Sy

Panitera Pengganti,

Ttd.

Endang Talib, S.H.I., M.H.,

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

2. Biaya ATK Perkara : Rp. 70.000,-
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3. Biaya Panggilan : Rp. 28.000,-

4. PNBP Panggilan : Rp. 20.000,-

5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-

6. Biaya 

Meterai

: Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 168.000,-

(seratus enam puluh delapan ribu rupiah) 
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